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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada
tahun 2014 dan kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam
hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada tiga
desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidereng Rappang, yaitu: Desa Passeno, Desa
Tonroge, dan Desa Tonrong Rijang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara
pada 3 desa dengan 15 informan (kepala desa, sekertaris, bendahara, ketua BPD, dan
masyarakat), observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data
menggunakan metode triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa
pada tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa.
Selain itu, di 3 Desa pada Kecamatan Baranti aparat pemerintah desa belum
sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 yang
disebabkan oleh beberapa hal yaitu; dalam pelaksanaan pemerintahan desa,
keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang
menghambat kesiapan perangkat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
dikarenakan UU Desa serta peraturan pedukung lainnya terlambat sampai ke
pemerintah desa, sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Selain itu,
faktor penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat
menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa
Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang.





Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-
masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang
diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan
Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak
istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa,
pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi
juga memiliki status sebagai otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah adalah
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk
mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua
aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan
daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani dkk., 2010: 206).
Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai
negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan
dengan masyarakatnya yang miskin, tradisionalis, dan kolot. Namun sebenarnya desa
mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem
2demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem
dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Furqani, 2010: 1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak
terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya, Rabu 18 desember 2013,
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa.
Kemudian pada 15 januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  resmi
mengesahkan UU tersebut. Undang-Undang ini merupakan instrumen baru yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang diikuti dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sementara itu dalam Peraturan
Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah
penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Adhi Nugroho, 2015).
Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang
otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.
Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan Daerah,
melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara
atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama
ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor (Aswandi,
2014: 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era
menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam
pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah
3meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Herry, 2015: 737).
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem
pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan
keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek
perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan
keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Setiadi, 2015). UU Desa
ini, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi
anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa,
jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan di
luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan
pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa
dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan
baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada
di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan
masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.
Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu
memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-
potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat
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desa. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap desa
akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa
akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya.
Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10% dari dan transfer
daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59,2 triliun, ditambah
dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa
adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Dana tersebut
nantinya akan dialirkan keseluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten,
tanpa dipotong sepeserpun. Sementara pola penyaluran dana desa, menggunakan
pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh
Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(PPIP). Dua pola ini bisa berarti jalan, irigasi, waduk dan sebagainya. Pemerintah
berharap dengan adanya anggaran dana desa, pembangunan dapat merata. Tidak saja
di pusat kota, pembangunan juga merata hingga kepelosok desa (Suroso, 2015: 2).
Anggaran Rp. 1,4 miliar tiap desa per tahun yang diamanatkan UU Desa memang
memunculkan kekhawatiran beberapa kalangan bahwa bukan tidak mungkin nanti
terjadi berbagai penyelewengan dalam penggunaan anggaran desa (Suara Komunitas,
2014).
Kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim
khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 73 ribu desa yang ada.
Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam
implementasi pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ini juga harus
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kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintah mulai dari pusat sampai
desa, khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk
sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling
spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu
para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah
dikerjakan (Simo, 2014).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja
bersama anggota Komisi XI DPR RI menyebutkan, pada tahun ini pemerintah pusat
akan menyalurkan dana sebesar Rp. 750 juta untuk setiap desa dan dalam dua tahun
mendatang, rencananya jatah anggaran untuk setiap desa akan meningkat menjadi
Rp. 1,4 miliar (Eliza Valenta, 2015). Namun sampai saat berlakunya UU desa belum
ada pembahasan mengenai realisasi anggaran sesuai dengan yang pernyataan.
Kesiapan pemerintah desa bisa diestimasikan dari ketidaktahuan mengenai kapan
seharusnya UU Desa ini berlaku. Pemerintah telah mencanangkan perkembangan
Desa dengan hanya  membicarakan berapa besar anggaran yang akan dicairkan tanpa
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemerintah daerah. Selain
itu, pemerintah seharusnya tidak hanya mengimani aturan-aturan pemerintah
melainkan kitab suci yang sebenarnya mengatur banyak hal tentang pengelolaan
keuangan.
Pengelolaan keuangan tidak hanya diatur dalam regulasi yang dikeluarkan













“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah
ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya)
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya……” (Departemen Agama RI, 2010).
Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dibahas mengenai perintah untuk
melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran,
kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak (hubungan pemerintah dan
masyarakat). Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan accountability dan
transparancy. Dalam lingkungan kepemerintahan, akuntabilitas dan transparansi
merupakan urat nadi untuk mencapai tata kelola yang baik. Baik dari sumber
manusia maupun pengelolaan, pengendalian, sampai pada pengawasan keuangan
pemerintah daerah. Untuk itu kepada PPTKN selaku pengelola keuangan desa/nagari
dari berbagai sumber dana yaitu sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten yang membutuhkan kepercayaan (trust), rasa tanggung jawab dan harus
cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam mengelola keuangan
tersebut yang mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan (Tanah Datar, 2014).
Adanya kewenangan atas pengelolaan keuangan desa (berdasarkan
Permendagri 113/2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 43/2014),
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mendukung dalam pengelolaan keuangan desa di SIDRAP. Peraturan-peraturan
tersebut masih terhitung baru karena mengalami banyak perubahan dari peraturan
sebelumnya. Setiap desa dituntut untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) hingga 30 Desember 2015. Selain Keterbatasan waktu
penyusunan APBDesa, kesulitan yang dihadapi pemerintah desa yaitu sistem
administrasi yang jauh berbeda dengan sistem administrasi yang sebelumnya. Serta
pengelolaan keuangan secara mandiri oleh pemerintah desa, termasuk didalamnya
pengelolaan penghasilan bagi para perangkat desa dan belanja publik dengan
perbandingan 30% untuk gaji perangkat desa serta 70% untuk pembangunan.
Kecamatan Baranti merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di
Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi lokasi penelitian ini akan menerima
sebuah anggaran berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh
Pemerintah. Desa-desa tersebut adalah Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa
Tonrong Rijang. Selain Kecamatan Baranti, secara administratif Kabupaten Sidrap
memiliki 11 kecamatan diantaranya: Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Pitu
Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Kulo,
Kecamatan Baranti, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Panca Lautang,
Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Pulu.
Masyarakat Desa Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang sampai saat ini
hampir 75% dari penduduknya berpenghasilan sebagai petani musiman dan buruh
tani, sedangkan 25% penduduk terbagi kedalam beberapa macam kategori ada yang
berpenghasilan sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan pabrik, melihat
dari kondisi yang demikian berpengaruh pada pendapatan desa. Selain itu, dari
8sumber daya manusianya pun masih relatif rendah. Adapun rata-rata pendidikan
masyarakat yang hanya berijazah SD, melihat dari latar belakang pendidikan para
aparatur pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh
terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam hal
APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Apalagi masih minimnya
potensi-potensi daerah yang sekiranya dapat dijadikan tumpuan pembangunan desa.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau
bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait UU tersebut melalui pengelolaan
keuangan tahun sebelumnya dan kesiapan aparat pemerintah dalam mengelola
anggaran selama periode saat ini. Sehingga, penulis tertarik membahas dan
menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan
Desa Berdasarkan  UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan tahun sebelumnya dan
kesiapan aparat pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa di
Kecamatan Baranti pada Kabupaten Sidenreng Rappang. Mengingat bahwa
dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diikuti dengan
Peraturan Pemerintah Dalam Negri No.43 tahun 2014. Hal ini merupakan indikator
penting dan keberlangsungan operasi dalam keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan
melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan BPD
(Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab
langsung dalam pengelolaan keuangan desa serta Masyarakat (informan tambahan)
sebagai pihak yang berkepentingan.
9Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang
pengelolaan keuangan desa sebelum disahkannya UU tentang desa dan kesiapan
aparat pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan terkait perencanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan UU
No. 6 tahun 2014, khususnya dalam hal APBDesa sebagai penyempurnaan dan
mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance) dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangaan atas Peraturan Menteri Dalam
Negri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa sebelum disahkan UU No. 6 tahun
2014 pada desa di Kecamatan Baranti?
2. Bagaimana kesiapan aparat pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan
desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidrap?
D. Kajian Pustaka
Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam





















Dari hasil penelitian tentang manajemen
keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan
Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi
terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir
semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung
jawab karena ada beberapa hal dalam proses
yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor
37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah
karena tanggung jawab tidak melibatkan















Pengelolaan keuangan desa Bakaran Kulon
dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes), yang mana
didalam APBDes sudah tercantum daftar



















Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
1) Penerapan otonomi desa di Desa Aglik
memuat tiga agenda pokok yaitu
kewenangan desa, perencanaan
pembangunan desa, dan keuangan desa.
2) Penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa
Aglik dilakukan melalui tiga bentuk
pertanggungjawaban yaitu Laporan
Penyeleggaraan Pemerintah Desa kepada
Bupati, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Desa kepada BPD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Masyarakat. Penguatan
pemberdayaan masyarakat desa di Desa
Aglik dilakukan melalui program PNPM
Mandiri Pedesaan, Kelompok Tani,
Kelompok Ternak, dan pembuatan pupuk
organik.
3) Masih kurang tanggapnya masyarakat
terhadap informasi Laporan
Penyelenggaraan Desa serta kurangnya
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pengawasan terhadap pertanggungjawaban
pemerintah desa merupakan kendala dalam
menguatkan akuntabilitas pemerintahan
Desa Aglik. Sedangkan dalam hal
penguatan pemberdayaan masyarakat desa,
tidak adanya pembukuan atas
penyelenggaraan program serta kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat atasprogram
yang dicanangkan merupakan kendala
utama yang dihadapi dalam proses

















Penelitian ini memfokuskan perhatian pada
penerapan prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan
untuk mendeskripsikan akuntabilitas penge-
lolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini
dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana
Desa dalam menyelenggarakan administrasi
keuangannya belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah
menampakkan adanya pengelolaan yang
akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam
pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik
sudah menunjukkan pelaksanaan yang
akuntabel dan transparan, namun dari sisi
administrasi masih diperlukan adanya
pembinaan lebih lanjut, karena belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala
utamanya adalah belum efektifnya pembinaan
aparat pemerintahan desa dan 13 kompetensi
sumber daya manusia, sehingga masih
memerlukan pendampingan dari aparat















Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari
delapan desa yang menjadi sampel telah siap
dalam implementasi penerapan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
khususnya dalam hal APBDesa. Namun Desa
belum sepenuhnya siap karena masih ada
kendala daam implementasi Undang-Undang
Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat
adalah keterbatasan waktu dalam persiapan
administrasi dan pemahaman isi Undang-
Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya
adalah sumber daya manusia (SDM) yang
kurang mendukung.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan dari
penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa sebelum disahkan UU No.
6 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Baranti;
b. Kesiapan aparat pemerintah desa mengenaipengelolaan keuangan desa
berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Baranti.
2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan
tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat maupun konstribusi sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapakan dapat menambah informasi atau wawasan
yang lebih konkrit bagi pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya
para pengelolah keuangan desa mengenai UU No. 6 tahun 2014.
b. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan
yang bermanfaat bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang
(SIDRAP), khususnya Pemerintahan Desadalam Pengelolaan Keuangan.
Selain itu, sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang (SIDRAP) dalam merumuskan kebijakan dalam Pengelolaan
Keuangan Desa agar pembangunan di desa berjalan lebih baik.
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F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang
pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2014 ini akan dibagi dalam
lima bab yaitu:
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian dan
deskripsi fokus, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari teori agensi, pengelolaan keuangan desa,
UU No. 6 tahun 2014, good governance, akuntabilitas, transparansi dan
kerangka teoritis.
BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, pendekatan
penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrument
penelitian, teknik pengelolaan dan analisis data, dan pengujian keabsahan
data.
BAB IV Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum objek penelitian (Desa
Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang), pengelolaan
keuangan desa tahun 2014, dan kesiapan aparat pemerintah desa
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.





Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang
diungkapkan dalam agency theory. Berdasarkan agency theory, hubungan keagenan
timbul manakala pihak pemberi amanah (principal) memberikan amanah kepada
pihak lain (agent) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan principal.
Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat
harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi
amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. Agency
theory menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan
memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi
(Jensen dan Meckling, 1976). Diharapkan konflik keagenan dapat dipecahkan dan
kebutuhan untuk kepatuhan atau stewardship aparatur pemerintahan kepada rakyat
dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk di dalamnya adalah
pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan,
mekanisme, prosedur, pemahaman dan kualitas SDM (sumber daya manusia)
mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi
pemerintahan desa dibutuhkan.
Pengelolaan atau tatakelola organisasi diistilahkan dengan kata governance.
Kata governance berasal dari kata to govern yang artinya memerintah. Tatakelola
yang baik atau diistilahkan good governance yang memiliki 8 karakteristik utama,
meliputi partisipatori, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif
dan efisien, keadilan dan inklusif, dan penegakan hukum. Dalam rangka mencapai
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good governance pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tatakelola
keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung
pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah
kepada pemerintah desa. Pengungkapan diistilahkan dengan kata disclosure memiliki
arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Gibbins, Richardson and
Waterhouse (1990), mendefinisikan disclosure keuangan sebagai pengungkapan
informasi baik keuangan maupun non keuangan, kuantitatif maupun kualitatif, wajib
maupun sukarela, melalui jalur formal maupun informal. Dengan demikian informasi
terkait pengelolaan keuangan yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat
menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh
terhadap hasil operasi utama pemerintahan desa yang didanai dari dana publik.
B. Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang
membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang
memberikan pengawasan pada semua hal yangg terlibat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut (Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli,
2014: 9).
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Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
a. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
mempunyai kewenangan:
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2) Menetapkan PTPKD;
3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.
c. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
d. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
1) Sekretaris Desa;
2) Kepala Seksi; dan
3) Bendahara.
e. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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f. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
g. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
h. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
i. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD
PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
j. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesa;
k. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
l. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.
m. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
n. Kepala Seksi mempunyai tugas:
o. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
p. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
q. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;
r. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
s. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
t. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
u. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
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v. Bendahara mempunyai tugas: menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa




2) Belanja Desa; dan
3) Pembiayaan Desa.
b. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
c. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
d. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
4. Pendapatan
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa.
a. Pendapatan Desa:
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2) Transfer; dan
3) Pendapatan Lain-Lain.
b. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
1) Hasil usaha;
2) Hasil aset;
3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4) Lain-lain pendapatan asli desa.
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c. Hasil usaha desa:
1) Hasil Bumdes




3) Tempat pemandian umum
4) Jaringan irigasi
e. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan
sendiri yang melibatkna peran serta masyarakat berupa:
1) Tenaga
2) Barang yang dinilai dengan uang
f. Lain-lain pendapatan asli desa: hasil pungutan desa
g. Kelompok transfer, jenis:
1) Dana desa
2) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
3) Alokasi dana desa (ADD);
4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/ kota.
h. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat
umum dan khusus.
i. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesatetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak
30%.
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j. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
k. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah
pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
l. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain
1) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
5. Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.
a. Klasifikasi Belanja Desa, kelompok:
1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5) Belanja Tak Terduga.
b. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang
telah dituangkan dalam RKPDesa.
c. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :
1) Pegawai;
2) Barang dan Jasa; dan
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3) Modal.
d. Jenis belanja pegawai:
1) Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa
2) Tunjangan BPD.
e. Belanja Pegawai dianggarkan dalam :
1) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
f. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
g. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.
1) Belanja barang/jasa antara lain:





7) Sewa kantor desa;
8) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
9) Makanan dan minuman rapat;





14) Operasional Pemerintah Desa;
15) Operasional BPD;
16) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
17) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
h. Insentif RT /RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat desa.
i. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan.
j. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari
12 bulan.
k. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.
l. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa
dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
m. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
n. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana.
o. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah.
p. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
q. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
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6. Pengelolaan Keuangan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana
pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai
berikut:
a. Perencanaan
1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada
Kepala Desa.
2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama.
3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling
lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.
6) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
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7) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa
dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
9) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7
hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut peraturan desa dimaksud.
11) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota.
Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat penting.
Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada
melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim dari
‘Umar bin Khoththob bersabda:
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ىَﻮَﻧ ﺎَﻣ  ٍئِﺮْﻣا  ِّﻞُﻜِﻟَو  ِﺔﱠﯿِّﻨﻟﺎِﺑ  ُلﺎَﻤَْﻋْﻷا ﺎَﻤﱠﻧِإ  َلﺎَﻗ  َﻢﱠﻠَﺳَو  ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﻢﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ِ ﱠ ا  َلﻮُﺳَر  ﱠَنأ  َﺮَﻤُﻋ  ْﻦَﻋ
ﺎَُﮭﺒﯿُِﺼﯾ َﺎﯿُْﻧﺪﻟ  ُُﮫﺗَرْﺟِھ  ْﺖَﻧﺎَﻛ  ْﻦَﻣَو  ِﮫِﻟﻮُﺳَرَو  ِ ﱠ ا َﻰﻟِإ  ُُﮫﺗَﺮْﺠَِﮭﻓ  ِﮫِﻟﻮُﺳَرَو  ِ ﱠ ا ﻰَﻟِإ  ُُﮫﺗَﺮْﺠِھ  ْﺖَﻧﺎَﻛ  ْﻦََﻤﻓ
(يروﺑﺎﺳﯾﻧﻟا يرﯾﺷﻘﻟا مﻠﺳﻣ نﺑ مﻠﺳﻣ نﯾأ)  ِﮫْﯿَﻟِإ  َﺮَﺟﺎَھ ﺎَﻣ ﻰَﻟِإ  ُُﮫﺗَﺮْﺠَِﮭﻓ ﺎَﮭُﺟ  ﱠوََﺰﺘَﯾ  َأِو
Artinya:
“Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-
niatnya, Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia
niatkan.” (HR. Bukhari Muslim no. 1, 1907).








“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18).
Maksud dari hadist dan ayat diatas yaitu perencanaan yang diawali dengan
niat yang baik akan mencapai tujuan yang baik pula. Niat adalah tolak ukur suatu
amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat
atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat
penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling
bawah disebabkan karena niatnya. Perencanaan secara konvensional adalah suatu
kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baikdengan
memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan adalah
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sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi
untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem
perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan
seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbin dan
Coulter, 2002 dalam Bastian, 2015: 91).
Perencanaan (actuiting) dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan
utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila
dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula, sehingga apa yang menjadi
tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Proses dari
pengelolaan keuangan desa yang baik adalah diawali dengan sebuah perencanaan
yang baik, sehingga apapun tujuan itu dapat tercapai pula.
b. Pelaksanaan
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Per
Bupati/Walikota.
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7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa.
8) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades.
9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
11) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan
oleh Kepala Desa.
12) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
13) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP
kepada Kepala Desa.
14) SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
15) Pengajuan SPP terdiri atas:
a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c) Lampiran bukti transaksi
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16) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh
pelaksana kegiatan;
b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;
c) Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
17) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan
pembayaran.
18) Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan
pencatatan pengeluaran.
19) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
20) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan
bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
21) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja;
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b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan; dan/atau
d) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
22) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun
anggaran.
24) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa.
25) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat
ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa
tentang perubahan APBDesa.
26) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
c. Penatausahaan
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
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4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
a) Buku kas umum;
b) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
c) Buku Bank.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa:
a) Laporan semester pertama; dan
b) Laporan semester akhir tahun.
2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan.
4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya.
5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.
6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
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8) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa dilampiri:
a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan;
b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan
c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke
desa.
9) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
11) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media
informasi lainnya.
12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
13) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam
Peraturan Bupati/Walikota.
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C. UU NO. 6 TAHUN 2014
1. Undang-Undang Desa
Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai
penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,
maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah
satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan
pembangunan sampai ke desa-desa dan diharapkan tidak ada lagi desa yang
tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses
pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-Undang desa dapat menjadi
salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar
pembangunan 10 tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan kepada
kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada
paling bawah (Sujarweni, 2015: 2).
Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan
Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan
Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan
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khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII
(Wikipedia, 2015).
Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah
terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang
Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan
sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini
dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa
akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam
penjelasan UU desa yaitu, 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk
perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD
sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,
6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia (Wikipedia, 2015).
2. Tujuan Desa
Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
pemerintahan negara Indonesia (Wikipedia, 2015).
Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita
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kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa
dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia;
c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional;
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h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Kewenangan Desa
Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa
antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala
Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala
desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada
UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 32 Tahun
2004, desa adat hanya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas
menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus me-
ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa
adat dan peraturan desa adat.Artinya dalam UU Desa ini, dihormati kekhasan
masing –masing daerah dimana dalam aturan sebelumnya itu tidak diatur secara
tegas (Wikipedia, 2015).
Lebih lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal–usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan
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dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa,
urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepala desa. Dalam UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berkala desa, kewenangan yang
ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan
kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (Wikipedia, 2015).
Serta Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan
Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
gotong-royong. BUMD itu bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan,
pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum
peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa BUM
Desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti
perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya
manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa.Dengan kata lain, orientasi BUM
Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan. Melainkan juga
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendanaan
BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong
BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan
pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam
pengelolaan sumber daya alam di desa (Wikipedia, 2015).
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D. Good Governance
Menurut Dwiyanto, 2008 dalam (Juniaster, 2014) mengatakan ada 10
indikator good governance antara lain transparansi, partisipasi, daya tanggap,
akuntabilitas, penegak hukum, kesetaraan, wawasan kedepan, pengawasan publik,
efektivitas dan efisiensi dan profesionalisme. Good governance diartikan sebagai tata
kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam
berusaha/berkarya. Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan
pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur
hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun
pelayanan publik (Azlina dan Amelia, 2014).
E. Akuntabilitas
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi.Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Anwar dan Jatmiko (2013)
menyatakan “Akunta-bilitas atau pertanggungjawaban (account-tability) merupakan
suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin
bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik,
2013). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu
diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan
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dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar
akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan
manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai
katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran
metode dan teknik pengukuran kinerja danpenyusunan laporan akuntabilitas (LAN &
BPKP, 2000).
F. Transparansi
Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
NO.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil
yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek
kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi
diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan
dibuat berdasarkanpada preferensi publik (Taufik, Taufeni, 2013).
Menurut Mardiasmo dalam (Aliyah dan Nahar, 2012), transparansi berarti
keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan
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aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan
informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi
lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang
berkepentingan.
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Loina
Lalolo Krina P, 2003) seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem
keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2)
Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai
kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3)
Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun
penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani(Taufik, Taufeni,
2013).
Adapun pandangan Islam terhadap transparansi atau keterbukaan dalam
anggaran yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash ayat 26 (Departemen
Agama RI, 2010) :
   
Terjemahnya:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya" (QS. Al-Qashash: 26).
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah kamu memperhatikan
banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan
kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan
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menjalankan amanat. Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama
yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah
kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq
adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta,
karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta
adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan
penyampaian informasi.
Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan
anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah
ushul fiqh ditegaskan: ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib, kalau kewajiban
tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq
berkaitan dengan amanat, bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran,
amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan menditribusikan
anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada
ahlinya. Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan
menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, kita dapat menyimpulkan bahwa
pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya.
Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran.
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi
adalah suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut
memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat luas.
G. Rerangka Konseptual
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Berdasarkan landasan teori diatas yang menjelaskan tentang pengelolaan
keuangan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 terkait perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. UU tersebut merupakan
instrument baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti
dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014
tentang desa dan PP No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari
APBN. Adapun pembahasan ini memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan
Mendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam
teori agensi, dihubungkan dalam penelitian ini dalam rangka mencapai good
governance pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tatakelola keuangan
desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung pengungkapan
informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah
desa.
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan
dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Menurut Sugiyono (2014), metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post
positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.
Menurut Rahmat (2009), penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan
kata lain, Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika
secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara
langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan
pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada
angka-angka dan penilaian sistem.
Penelitian ini dilaksanakan pada desa di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang, yaitu: Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang.
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B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan
fenomenologi. Pendekatan fenomenologi (fenomena) merupakan tradisi penelitian
kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman
hidup manusia. Menurut Rahmat (2009), dalam pandangan fenomenologi peneliti
berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa
dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi adalah pendekatan untuk memperoleh
pengetahuan tentang sesuatu (objek) dan menjadi pengalaman kesadaran kita (Husserl
dalam Sopanah, 2010).
Pengertian fenomenologi sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran,
yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada
pengetahuan yang sebenarnya, fenomena tidak lain merupakan penampakkan atau
kegejalaan dari pengetahuan inderawi: fenomena-fenomena merupakan manifestasi
konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia (Hegel, 1807 dalam Putra,
2012). Peneliti akan mengkaji secara mendalam susentral dari struktur utama suatu
objek kajian seperti pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014.
Pendekatan fenomena ini dianggap lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian.
C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah
informan. Penentuan infoman dilakukan secara purposive dengan memilih 3 kriteria
informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek
penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai
pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa pada desa di
Kecamatan Baranti. Kriteria informan terdiri atas:
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1) informan kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok
yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara
mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dimana informan kunci adalah
Koordinator PTPKD (Sekertaris Desa).
2) informan utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang
diteliti. Informan utama adalah Kepala Desa, Bendahara dan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa).
3) informan tambahan, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak
langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan
tambahan adalah Masyarakat atau Tokoh Masyarakat.
Adapun identitas informan setiap desa di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang, sebagai berikut:
Tabel 3.1
Identitas Informan Setiap Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang
No. Nama Informan Jabatan PengalamanKerja (Tahun)
Pendidikan
Terakhir
1 Drs. Lamini Kepala Desa Passeno 5 S1
2 Andi Yusuf Sekertaris Desa Passeno 13 SMA
3 Suri Bendahara Desa Passeno 3 SMA
4 Ir. A. Amirullah Ketua BPD Passeno 17 S1
5 H. Hasbullah Masyarakat Desa Passeno 0 S1
6 Abd. Khalik Lasse Kepala Desa Tonronge 3 S1
7 Zulham Sekertaris Desa Tonronge 3 SMA
8 Juhria Bendahara Desa Tonronge 1 SMA
9 Agussalim, S.Pd Ketua BPD Tonronge 10 S1
10 H. Nasruddin Masyarakat Desa Tonronge 0 SMA
11 Abd. Kadir Kepala Desa Tonrong Rijang 5 S1
12 Abd. Asis Sekertaris Desa Tonrong Rijang 13 S1
13 Nuryani Bendahara Desa Tonrong Rijang 1 SMA
14 Haruna Rio, S.Pd Ketua BPD Tonrong Rijang 10 S1
15 H. Dahri Masyarakat Tonrong Rijang 0 SMA
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D. Sumber Data
Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan
data sekunder:
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak
melalui media perantara) atau diskusi antara peneliti dengan pihak pertama.
Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang
mengetahui masalah dalam penelitian ini.
2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi
panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang
menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh
langsung dari Kantor Desa Tonrong Rijang, Desa Tonronge, dan Desa
Passeno di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
E. Metode Pengumpulan Data
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian Lapangan (field research)
Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data,
yaitu dengan melakukan survey (wawancara) terhadap suatu obyek secara
langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah
komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan
pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara.
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2. Penelitian Kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan obyek yang
diteliti. Selain itu sumber referensi dari buku maupun jurnal yang terkait dengan
masalah penelitian.
3. Studi Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Misalnya web perusahaan, laporan keuangan, gambar perusahaan, dan lain–lain.
Informasi, data yang diperlukan dalam penelitian ini juga kami peroleh dari studi
dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah
terhadap buku literatur, majalah, jurnal, hasil seminar, artikel baik yang tersedia
dalam media on-line (internet) maupun yang ada dalam perpustakaan.
4. Internet searching
Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang
berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai
bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
F. Instrument Penelitian
Pada penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mendapatkan data
yang dibutukan, dan diharapkan dapat membuktikan hasil penelitian ini, alat tersebut
yaitu: handphone dan alat tulis.
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data kualitatif digunakan bila data-data  yang terkumpul dalam riset adalah
data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi
baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Untuk memperoleh
data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen, kepustakaan dan
wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun tahap dalam analisis
data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (interactice analysis
models), yaitu
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai
jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian
materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah
yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara
cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
3. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal
ini dapat dilakukan dalam bentuk ukuran yang singkat, bagan hubungan antar
kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini peneliti akan
mengarah pada penyajian data teks  yang bersifat naratif. Dengan penyajian data yang
telah direduksi maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
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4. Penarikan kesimpulan (Verification)
Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari
makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat
keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang
diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan teori dan
pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan.
H. Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian data kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk
membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi
data. Adapun teknik dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:
validitas dan realibilitas data yang kadang disebut sebagai kredibilitas penelitian. Secara
umum penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas.
Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama: (a) Peneliti tidak dapat 100%
independen dan netral dari research setting; (b) Penelitian kualitatif sangat tidak
terstruktur (messy) dan sangat interpretive. Dalam meningkatkan kredibilitas data pada
penelitian kualitatif terdapat 9 prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian
kualitatif yaitu: triangulation, disconfirming evidence, research reflexivity, member
checking, prolonged engagement in the field, collaboration, the audit trail, thick and rich
description and peer debriefing.
Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data serta mengombinasikan berbagai
teori maka untuk lebih tepatnya peneliti menggunakan prosedur dalam penelitian yaitu
triangulation. Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang
diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi
sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.
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Triangulasi ada empat hal yaitu, triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi
sumber data, dan triangulasi teori.
Dalam penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan hanya tiga yaitu, triangulasi
metode, sumber data, dan triangulasi teori. Karena ketiga instrument tersebut
berhubungan dengan dalam penelitian ini.
1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau
data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif
peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk
memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh
mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara
bebas dan wawancara terstruktur.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara
dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant
obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau
tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan
pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk
memperoleh kebenaran handal.
3. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan
dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti
atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat
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meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kota penghasil beras terbesar di
Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di sebelah utara
Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan jarak ± 183 Km, dan
secara geografis terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10'
Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara geografis berada di tengah-
tengah jazirah Sulawesi Selatan secara otomatis menempatkan Kabupaten Sidenreng
Rappang pada posisi yang sangat strategis. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten
Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru,
sehingga membuat Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan nilai lebih dibanding
dengan daerah lainnya.
Secara administratif Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan langsung
dengan tujuh Kabupaten/Kota yaitu :
1) Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo.
2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.
3) Sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare.
4) Sebelah Utara dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.
Luas wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 1.883,25
Km2 atau setara dengan 3,01 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan secara keseluruhan. Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 Kecamatan
yaitu: Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riawa, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Watang
Sidenreng, Watang Pulu, Maritengngae, Kulo, Panca Lautang, Panca Rijang dan
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Baranti. Kecamatan Baranti merupakan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan
beberapa desa. Secara administratif, Kecamatan Baranti terdiri dari 5 (lima)
kelurahan, diantaranya; (Kelurahan Baranti, Panreng, Duampanua, Manisa, dan
Benteng) dan 4 (empat) Desa, yaitu; Desa (Sipodeceng, Passeno, Tonronge, dan
Tonrong Rijang). Daerah yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Desa
Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang. Desa Sipodeceng tidak
digunakan sebagai objek penelitian karena desa tersebut belum siap dari segi
administrasi serta struktur organisasinyabelum lengkap. Berikut gambaran umum
setiap desa di Kecamatan Baranti:
1. Desa Passeno
a. Sejarah Desa Passeno
Desa Passeno resmi terbentuk menjadi Desa dari yang terdiri dari empat
dusun yaitu Dusun Simpo, Dusun Baranti Wattang, Dusun Padacenga Rijang, dan
Dusun Kessi Pute. Pada tahun 1989 dibawah pimpinan H. M. Tajuddin. D, Desa



























Desa Passeno terletak 2 km dari ibukota kecamatan Baranti, 17 km dari
ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 195 km dari ibukota provinsi Sulawesi
Selatan, yaitu Makassar. Secara Geografis, Desa Passeno berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tonronge
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sipodeceng
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Baranti
Desa Passeno terbagi menjadi 4 Dusun, yaitu Dusun Passeno, Dusun Baranti
Wattang, Dusun Padacenga Rijang dan Dusun Kessi Pute yangmasing-masing terdiri
dari Rukun Warga (RW) dan  Rukun Tetangga (RT).
d. Kondisi Demografis
1) Umur dan Jenis Kelamin
Dari data yang diperoleh jumlah penduduk Desa passeno tahun 2015
sebanyak 3.107 jiwa yang terdiri dari 1.436 orang laki-laki dan 1.701 orang
perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 992 KK. Adapun jumlah penduduk
desa passeno berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel
4.1 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur di Desa Passeno
Kecamatan Baranti
No. Umur Jumlah (Jiwa)
1. 0-12 bulan 54
2. 1-10 tahun 504
3. 11-20 tahun 518
4. 21-30 tahun 465
5. 31-40 tahun 540
6. 41-50 tahun 376
7. 51 tahun keatas 650
Total 3.107
(Sumber: Profil Desa Passeno, 2015)
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Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Passeno paling banyak
berdasarkan umur adalah 51 tahun keatas tahun sebanyak 650 jiwa.di mana
mereka yang kelompok orang tua yang telah menginjak masa pensiun dan rentan




Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Passeno
Kecamatan Baranti
No. Pekerjaan Jumlah
1. Petani/ Buruh Tani 894
2. Pelajar/Mahasiswa 624
3. Ibu Rumah Tangga 876
4. Pedagang 67
5. Pegawai Swasta 54
6. Pensiunan 21
7. Guru / Dosen 20
8. Industri / Wiraswasta 41
9. TNI 9
10. Dokter -
11. Bidan/Tenaga Medis Lain 4
12. Pegawai Negeri 49
13. Belum Kerja/Tidak Bekerja 331
14. Lainnya 117
Total 3.107
(Sumber: Profil Desa Passeno, 2015)
Di tinjau dari lapangan pekerjaan utama masyarakat di Desa Passeno
yang banyak menyerap lapangan pekerjaan adalah pertanian dengan jumlah 894
jiwa dan yang terkenal sebagai daerah lumbung padi dan selanjutnya di bidang
pemerintahan dengan jumlah 78 jiwa dan yang paling sedikit itu dibidang tenaga
medis (bidan) dengan jumlah 4 jiwa.
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3) Agama dan Suku Bangsa
Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam
menjaga keteraturan sosial.Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Passeono
adalah agama Islam dengan penduduk laki-laki berjumlah 1.436 orang dan
penduduk perempuan sebanyak 1.701 orang. Dengan total penduduk 3.107
orang, persentasi penduduk yang beragama Islam adalah 100%.Sama halnya
dengan persentase suku bangsa yang mendiami desa Passeno adalah 100% suku
Bugis.
4) Pendidikan
Jumlah penduduk Desa Passenomenurut jenis pendidikan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Passeno
Kecamatan Baranti
No. Jenis Pendidikan Jumlah




5. D-1 / D-2/ D-3 59
6. S-1 72
7. S-2 7
8. Tidak/Belum Sekolah 542
Jumlah 3.107
(Sumber: Profil Desa Passeno, 2015)
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa 853 penduduk Desa Passeno
menyelesaikan pendidikannya hanya sampai ke tingkat SLTA. Setelah itu
sebanyak 665 orang belum tamat SD, 470 orang hanya sampai tingkat SD, dan
penduduk desa passeno yang tidak/belum sekolah sebanyak 542. Penduduk yang
menyelesaikan pendidikannya hingga SLTP sebanyak 439 orang. Jumlah 59
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orang D1-D3, 72 orang  S1 dan 7 orang S2 mengungkapkan bahwa hanya sedikit
masyarakat yang sadar akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke tingkat
universitas.
5) Kondisi Sosial dan Budaya
Untuk menunjang proses kegiatan sosial dan budaya, maka prasarana
pendidikan, kesehatan, ibadah dan sarana pemerintahan sangat penting adanya.
Hal tersebut selain menunjang kegiatan sosial dan budaya tertentu, juga
mempengaruhi aktifitas sosial individu atau masyarakat.Sarana dan prasarana
penting yang menunjang proses kegiatan sosial dan budaya di Desa Passeno akan
dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sarana dan Prasana di Desa Passeno
Kecamatan Baranti
No. Saranan & Prasarana Jumlah
1. Kantor Desa 1
2. Masjid 5
3. SMP 1
4. Sekolah Dasar (SD) 3
5. Taman Kanak-kanak 1
6. Posyandu 4
7. Jalan Desa 37
8. PAUD 2
9. Gedung masyarakat 1
10. Gedung PKK 1
Jumlah 56
(Sumber: Profil Desa Passeno, 2015)
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Passeno adalah pendidikan anak
usia lanjut (PAUD) ada 2, TK ada 1, sekolah dasar (SD) ada 3dan SMP ada 1.
Sarana kesehatan yang ada adalah posyandu dimanapegawai-pegawainya berasal
dari puskesmas yang berada di kecamatan Baranti.
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Sarana ibadah yang dibangun hanya satu di Desa Passeno, yaitu Masjid.
Hal ini disebabkan karena penduduk Desa passeno adalah 100% muslim maka
tidak ada gereja yang dibangun. Sarana pemerintahan yang terdapat di Desa
Passeno adalah kantor desa, gedung masyarakat, gedung PKK dan masing-
masing mempunyai 1 buah bangunan.
e. Kondisi Ekonomi
Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Passeno
yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Passeno mayoritas bekerja sebagai petani. Tanaman yang dibudi dayakan meliputi
padi, jagung, dan ubi jalar.
Mengingat pemasaran hasil pertanian relatif dekat maka banyak juga
penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayur. Mereka memperoleh
dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke Pasar Sentral
Lawawoi, Pasar Sentral Rappang, disamping itu ada juga pedagang keliling yang
menjual hasil bumi dari Passeno langsung ke konsumen di perumahan-perumahan.
Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Passeno juga berprofesi sebagai guru,
TNI,  karyawan swasta, tenaga medis, dan lain-lain.
f. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa
ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa,BPD,Tokoh Masyarakat Desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan
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diatas Visi Desa Passeno. Visi dan misi pembangunan Desa Passeno sesuai dengan
masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2010 sampai dengan 2016.
Adapun Visi Desa Passeno adalah mewujudkan desa passeno sebagai desa
mandiri dan sejahtera,berlandaskan nilai agama dan budaya pada tahun 2016”.
Sedangkan Misi Desa Passeno sebagai berikut:
1) Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang
mata pencaharian masyarakat khususnya di bidang pertanian.
2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah desa yang
baik beserta seluruh unsur lembaga dan komponen yang ada dalam
masyarakat, khususnya pelayanan kepada masyarakat.
3) Dengan predikat otonomi asli yang kita miliki, dengan memamfaatkan
seluruh sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
serta sumber daya lokal lainnya, bersama masyarakat mengembangkan
kreativitas dan inovasi melalui pemberdayaan masyarakat.
4) Membina kerukunan hidup beragama diantara selururuh masyarakat, melalui
peningkatan kegiatan-kegiatan dibidang keagamaan.
5) Membina dan melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, dalam rangka peningkatan partisifatif, swadaya dan
gotong royong masyarakat.
2. Desa Tonronge
a. Sejarah Desa Tonronge
Desa Tonronge adalah salah satu desa yang berada dalam bagian
pemerintahan Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 1920,
Tonronge masih disebut Wanua.Pada tahun 1928, Wanua Tonronge diubah menjadi
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Desa Tonronge.Tahun 1996 Desa Tonronge mengalami pemekaran.Desa Tonronge
resmi terbentuk menjadi Desa yang terdiri dari Dua dusun yaitu Dusun Tonrong






Desa Tonronge terletak 5 km dari ibukota kecamatan Baranti, 18 km dari
ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 200 km dari ibukota provinsi Sulawesi
Selatan, yaitu Makassar. Secara Geografis, Desa Tonronge berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tonrong Rijang
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Passeno
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Marawi



















Desa Tonronge terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu Dusun Tonrong loutang, dan
Dusun Kampung Baru, terdiri dari Rukun Warga (RW) dan  Rukun Tetangga (RT ).
d. Kondisi Demografis
1) Umur dan Jenis Kelamin
Dari data yang dperoleh jumlah penduduk Desa Tonronge tahun 2015
sebanyak 1.431 jiwa yang terdiri dari 705 orang laki-laki dan 726 orang
perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 371 KK.Untuk lebih jelasnya,
dapat dilihat dalam tabel 4.5 tentang jumlah penduduk berdasarkan golongan
umur.
Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Golongan Umur di Desa Tonronge
Kecamatan Baranti
No. Umur Jumlah(Jiwa)
1. 0 - 12 bulan 10
2. 1 -10 tahun 296
3. 11-20 tahun 299
4. 21-30 tahun 286
5. 31-40 tahun 284
6. 41-50 tahun 246
7. 51 tahun keatas 475
Total 1.431 Orang
(Sumber: Profil Desa Tonronge, 2015)
Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Tonronge paling banyak
berdasarkan umur adalah 50 tahun keatas sebanyak 475 jiwa, di mana mereka
yang kelompok orang tua yang telah menginjak masa pensiun dan rentan dengan





Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Tonronge
Kecamatan Baranti
No. Pekerjaan Jumlah
1. Petani/ Buruh Tani 871
2. Pelajar/Mahasiswa 90
3. Ibu Rumah Tangga 250
4. Pedagang 50
5. Pegawai Swasta 8
6. Pensiunan 15
7. Guru/Dosen 29
8. Industri / Wiraswasta -
9. TNI 3
10. Dokter -
11. Bidan/Tenaga Medis Lain 5
12. Pegawai Negeri 38
13. Belum Kerja/Tidak Bekerja 154
14. Lainnya 102
Total 1.431 orang
(Sumber: Profil Desa Tonronge, 2015)
Di tinjau dari lapangan pekerjaan utama masyarakat di Desa Tonronge
yang banyak menyerap lapangan pekerjaan adalah pertanian dengan jumlah 871
jiwa dan yang terkenal sebagai daerah lumbung padi dan selanjutnya di bidang
pemerintahan dengan jumlah 70 jiwa dan yang paling sedikit itu dibidang tenaga
medis (bidan) dengan jumlah 5 jiwa.
3) Agama
Jumlah penduduk Desa Tonronge menurut agama yang dipeluk dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Desa Tonronge
Kecamatan Baranti






(Sumber: Profil Desa Tonronge, 2015)
Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam
menjaga keteraturan sosial.Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tonronge
adalah agama Islam sebanyak 1.428 orangdan agama hindu sebanyak 3 orang,
dengan total penduduk 1.431 orang.Selain itu, persentase suku bangsa yang
mendiami desa Tonronge adalah 100% suku Bugis.
4) Jenis Pendidikan
Jumlah penduduk Desa Tonronge menurut jenis pendidikan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Tonronge
Kecamatan Baranti
No. Jenis Pendidikan Jumlah








9. Tidak / Belum Sekolah 56
Jumlah 1.307 orang
(Sumber: Profil Desa Tonronge, 2015)
Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa 184 penduduk Desa Tonronge
menyelesaikan pendidikannya hanya sampai ke tingkat SLTA. Setelah itu
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sebanyak 736 orang belum tamat SD, 120 orang hanya sampai tingkat SD, dan
penduduk Desa Tonronge yang tidak/belum sekolah sebanyak 56. Penduduk
yang menyelesaikan pendidikannya hingga SLTP sebanyak 153 orang. Jumlah
14 orang D1-D3, 41 orang  S1 dan 1 orang S2 mengungkapkan bahwa hanya
sedikit masyarakat yang sadar akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke
tingkat universitas.
5) Kondisi Sosial dan Budaya
Untuk menunjang proses kegiatan sosial dan budaya, maka prasarana
pendidikan, kesehatan, ibadah dan sarana pemerintahan sangat penting adanya.
Hal tersebut selain menunjang kegiatan sosial dan budaya tertentu, juga
mempengaruhi aktifitas sosial individu atau masyarakat. Sarana dan prasarana
penting yang menunjang proses kegiatan sosial dan budaya di Desa Tonronge
akan dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 4.9
Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Tonronge Kecamatan Baranti
No. Saranan & Prasarana Jumlah
1. Kantor Desa 1
2. Masjid 2
3. SMP 1
4. Sekolah Dasar 2
5. Taman Kanak-kanak 1
6. Posyandu 1
7. Jalan Desa 1
8. PAUD 2
Jumlah 11 Buah
(Sumber: Profil Desa Passeno, 2015)
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Tonronge adalah pendidikan
anak usia lanjut (PAUD) ada 2, TK ada 1, sekolah dasar (SD) ada 2 dan SMP ada
1. Sarana kesehatan yang ada adalah posyandu dimanapegawai-pegawainya
berasal dari puskesmas yang berada di kecamatan Baranti.
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Sarana ibadah yang dibangun hanya satu di Desa Tonronge, yaitu Masjid.
Hal ini disebabkan karena penduduk Desa Tonronge adalah lebih banyak orang
daripada yang beragama hindu. Sarana pemerintahan yang terdapat di Desa
Passeno adalah kantor desa yang mempunyai 1 buah bangunan.
e. Kondisi  Ekonomi
Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Tonronge
yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Tonronge mayoritas bekerja sebagai petani. Tanaman yang dibudidayakan meliputi
padi dan jagung.
Mengingat pemasaran hasil pertanian relatif dekat maka banyak juga
penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayur. Mereka memperoleh
dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke Pasar Sentral
Baranti, Pasar Sentral Rappang, disamping itu ada juga pedagang keliling yang
menjual hasil bumi dari Tonronge langsung ke konsumen di  rumah-rumah penduduk.
Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Tonronge juga berprofesi sebagai
guru, TNI,  karyawan swasta, tenaga medis, dan lain-lain.
f. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa
ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD,Tokoh Masyarakat Desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan
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diatas Visi Desa Tonronge. Visi dan misi pembangunan Desa Tonronge sesuai
dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2013 sampai dengan  2019.
Adapun Visi Desa Tonronge adalah mewujudkan masyarakat desa
tonrongeyang sehat, sejahtera, berkeadilan dan sebagai Desa Swasembada
Pangan.Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya misi desa tersebut.
Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar
dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan
kebutuhan Desa tonronge adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia
4) Mengembangkan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai
warga negara.
3. Desa Tonrong Rijang
a. Sejarah Desa Tonrong Rijang
Desa Tonrong Rijang adalah salah satu desa yang berada dalam bagian
pemerintahan Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Padaawalnya Desa
Tonrong Rijang merupakan salah satu Dusun pada wilayah tonronge yang masuk
dalam kecamatan kulo, dan pada Tahun 2003 Desa Tonrong Rijang terbagi menjadi







Desa Passeno terletak 4 km dari ibukota kecamatan Baranti, 19 km dari
ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 197 km dari ibukota provinsi Sulawesi
Selatan, yaitu Makassar. Secara Geografis, Desa Passeno berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara : Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo
2) Sebelah Selatan : Desa Tonronge, Kecamatan Baranti
3) Sebelah Timur : Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti


















Luas wilayah secara keseluruhan Desa Tonrong Rijang adalah 343,47 ha/m2
yang terdiri dari 41,28 ha/m2 lahan pemukiman dan selebihnya lahan persawahan,
perkebunan, kuburan, pekarangan, perkantoran dan prasarana umum lainnya.
d. Kondisi Demografis
1) Jenis Kelamin
Dari data yang dperoleh jumlah penduduk Desa Tonronge tahun 2015
sebanyak 1.312 jiwa yang terdiri dari 653 orang laki-laki dan 659 orang
perempuan.
2) Agama dan Suku
Penduduk Desa Tonrong Rijang yang berjumlah 1312 orang dengan
seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan beragama masih cukup
kental dengan ciri khas budaya dan tradisi daerahnya.Ini terlihat dari kegiatan
adat dan keagamaan di mesjid yang terjadi di Desa Tonrong Rijang. Sebanyak
100% dari penduduk desa Tonrong Rijang berasal dari suku bugis.
3) Jenis Pekerjaan
Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Tonrong Rijang
Kecamatan Baranti
No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1. Petani/Buruh Tani 581
2. Pegawai Negeri Sipil 20




7. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 2
8. Pengusaha Kecil dan Menengah 19
9. Pengusaha Besar 4
10. Karyawan Perusahaan Swasta 43
Jumlah 680
(Sumber: Profil Desa Tonrong Rijang, 2015)
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Di tinjau dari lapangan pekerjaan utama masyarakat di Desa Tonronge
yang banyak menyerap lapangan pekerjaan adalah pertanian dengan jumlah 581
jiwa dan yang terkenal sebagai daerah lumbung padi dan selanjutnya di bidang
pemerintahan dengan jumlah 25 jiwa dan yang paling sedikit itu pedagang
keliling dengan jumlah 1 jiwa.
4) Sarana dan Prasarana
a) Pemerintahan
Desa Tonrong Rijang memiliki 1 (satu) buah kantor desa, dikantor desa juga
terdapat sebuah ruangan serba guna yang biasa digunakan warga untuk melakukan
rapat dan acara-acara seminar maupun penyuluhan. Terdapat ruang Kepala Desa dan
Staf Jabatan Desa serta toilet.
b) Ibadah
Untuk sarana ibadah terdapat 1 buah masjid yang terletak di lingkungan
Mattonrong Salo, yaitu Masjid Taufiq.
c) Pendidikan
Terdapat 1 (satu) buah Sekolah Dasar di Desa Tonrong Rijang yaitu SDN 1
Tonronge, 1 (satu) Taman Kanak-kanak, dan 2 PAUD.
d) Kesehatan
Terdapat 1 (satu) Puskesmas Pembantu dan 1 (satu) Pos Kesehatan Desa yang
terletak di Dusun Tonrong Rijang tepat didepan kantor desa (sebelah timur).
Puskesmas pembantu memiliki bangunan kecil berupa posyandu di sebelah selatan
kantor desa yang melayani pemeriksaan balita setiap tanggal 16 setiap bulannya.
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e) Olahraga
Terdapat 1(satu) buah lapangan besar yang sering digunakan para pemuda dan
anak-anak yang terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu lapangan sepak bola, lapangan volly,
dan lapangan sepak takraw.Terdapat pula sebuah lapangan bulutangkis yang terletak
kurang lebih 500 meter dari lapangan besar tersebut.
f) Keamanan
Terdapat Pos Ronda dibeberapa sudut Desa Tonrong Rijang. Pos Ronda
tersebut hampir setiap malam menjadi tempat para warga untuk berkumpul untuk
sekedar berbincang-bincang maupun sebagai salah satu tempat penjagaan keamanan
dan ketertiban masyarakat disetiap lingkungan Desa Tonrong Rijang.
e. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Tonrong Rijang sebagian besar masih
bergantung pada sektor pertanian, 98% merupakan petani.Meskipun ada juga yang
merupakan pegawai negeri/swasta, namun kebanyakan dari para pegawai tersebut
juga bekerja sebagai petani.Secara keseluruhan kondisi ekonomi masyarakat di Desa
Tonrong Rijang cukup makmur dikarenakan kualitas sawah yang dihasilkan juga
bagus.
f. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa
ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat Desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan
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diatas Visi Desa Passeno. Visi dan misi pembangunan Desa Passeno sesuai dengan
masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2010 sampai dengan 2016.
Adapun visi Desa Tonrong Rijang adalah Mengembangkan masyarakat Desa
Tonrong Rijang yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup dibidang pertanian
serta penguatan ekonomi dan kerakyatan yan didukung sistem pemerintahan yang
professional, beradab, setara, dan berkeadilan melalui unsur kegotong-royongan.
Sedangkan misi Desa Tonrong Rijang, sebagai berikut:
1) Meningkatkan swadaya kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan
Desa Tonrong Rijang menuju desa mandiri ketahanan pangan.
2) Mengembangkan sistem pemerintahan desa professional, efektif dan efisien,
serta berkeadilan
3) Membangun infrastruktur desa untuk industrialisasi pertanian menopang
ekonomi kerakyatan.
B. Pembahasan Hasil Data Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 21 November 2015. Lokasi penelitian Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah
di Desa Passeno, Desa Tonronge, Desa Tonrong Rijang Wilayah Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena
tingkat Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola APBDesa di
Desa-desa tersebut perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya good
governance. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 15
(lima belas) orang informan, telah diperoleh data-data yang disajikan sebagai berikut
ini: Penerimaan Dana yang diterima oleh pemerintah Desa Passeno, Desa Tonronge,
dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
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1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014
a. Perencanaan
Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan
APBDesa pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD.
Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh
komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat
umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan
rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan
dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Amir sebagai
Ketua BPD Passeno:
…Dalam rangka menjamin azaz keterbukaan pengelolaan APBDesa, diadakan
rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyakat dan pengelola APBDesa minimal
enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa.
Sebagai ketua BPD tugas saya selain mengawasi pelaksanaan  juga menerima
dan menampung aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya menindak lanjuti aspirasi
tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa. (hasil wawancara pada
tanggal 27 Oktober 2015).
Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat
dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDesa. Rencana kegiatan akan disetujui dan
mengesahkan APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah
mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk
mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDesa diterima oleh
tim verifikasi, kemudian RKPDesa disahkan dan selanjutnya RKPDesa harus masuk
ke dalam komponen belanja APBDesa.
Informasi tersebut seharusnya menunjukkan adanya penerapan Azas
transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat
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secara umum. Namun tidak sepenuhnya dari informasi tersebut benar adanya setelah
dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang hasil wawancara-wawancara ternyata
masih banyak arsip-arsip yang tersimpan dirumah perangkat desa yang bersangkutan.
Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Nuryani sebagai
Bendahara Desa Tonrong Rijang mengatakan, bahwa:
…Arsip-arsip laporan keuangan dan bukti-bukti pembayaran lebih aman
disimpan dirumah hal ini kami lakukan karena sekarang kami jarang ke kantor,
sehingga jika ada masyarakat yang perlu bertemu dengan kami ya datang
kerumah yang bersangkutan. (hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2015).
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa azas transparansi, akuntabel dan
partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana pemerintahan
desa di Desa Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang dalam perencanaan melibatkan
masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat
berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari
APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana
Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada
masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi
kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-
kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa
maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama
kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa
yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka
melaksanakan azas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara
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bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan
saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa.
Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi
prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut
masih belum dapat terlaksana dengan sebagaimana harapan yang dinginkan
masyarakat dan juga perangkat desa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs.
Lamini (Kades Passeno), sebagai berikut ini:
Pengambilan keputusan itu sebenarnya disini ada yang disebut KPA (Kuasa
Pengguna Anggaran). Kalau terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat
terlibat. Langsung atau tidaknya itu tergantung, ada yang namanya musyawarah.
Pemerintah desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas,
sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan
pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. (hasil wawancara pada tanggal 27
Oktober 2015)
Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan
Zulham sebagai Sekretaris Desa Tonronge dimana beliau mengatakan:
…Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDesa ditempuh
melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing
tahapan kegiatan. Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim
Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim
Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang
telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan
setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. (hasil wawancara pada tanggal 22
Oktober 2015).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan
dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan keuangan




Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD atau sekertaris desa itu
sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan
pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa
kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang
dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk
menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa
yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Seperti yang  diungkapkan oleh
pak Abdul Khalik Lasse sebagai Kepala Desa Tonronge beliau mengatakan, bahwa:
Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang
memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola
oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun
masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggung
jawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak
saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya
APBDesa. (hasil wawancara pada 22 Oktober 2015).
Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDesa
dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai
dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan
setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa di bukukan
sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa format pembukuan
yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya.
Seperti penuturan hasil wawancara dengan Zulham sebagai sekertaris desa Tonronge:
Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada
dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan
untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti
dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami
kerepotan untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada kami kerjakan
sesuai kemampuan kami. (hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2015).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2014
yang dibuat oleh aparat desa tidak sesuai dengan format pembukuan yang
sebenarnya.
d. Pertanggungjawaban
Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai
partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu
dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan
tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban
sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.
Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat
berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap
tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi
pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil
wawancara dangan pemerintahan desa yaitu Bapak Abdul Kadir (Kades Tonrong
Rijang) mengatakan:
Untuk keterbukaan pengelolaan APBDesa kami mengundang BPD, LPMD, dan
tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program APBDesa yang sudah saya laksanakan. (hasil wawancara
pada 25 Oktober 2015)
Kemudian pengelolaan keuangan desa berdasarkan APBDesa, bendahara desa
wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian setiap penggunaan uang APBDesa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintahan desa yaitu bapak Abdul
Azis sebagai Sekertaris Desa Tonrong Rijang mengatakan:
Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu
mencantumkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beserta kwintansi sebagai
bukti pembayaran. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam
pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui
Kecamatan dan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD.
(hasil wawancara pada 25 Oktober 2015)
Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi
dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Anggaran
pendapatan dan belanja desa pada tahun 2014 di Desa Passeno, Desa Tonronge, Desa
Tonrong Rijang dari hasil wawancara di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan
Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Passeno, Desa Tonronge,
Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sudah
berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara
berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelola
APBDesa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan
ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:
1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan
pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa ditingkat desa.
2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa
yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa.
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2. Kesiapan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan
UU No. 6 tahun 2014
Pemberlakuan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dimulai tahun 2015
membutuhkan kesiapan yang komprehensif dan matang saat diimplementasikan di
desa terutama Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan
Baranti yang berkaitan dengan adanya sejumlah kewenangan yang ditangani aparat
pemerintahan desa yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu diperlukan peran dan
tugas pemerintah maupun pemerintah daerah yang sangat intens untuk mengantisipasi
terjadinya mal-administrasi (kesalahan administrasi) yang mengakibatkan aparat desa
harus berurusan dengan masalah hukum.
Salah satu substansi penting yang tertuang dalam UU tentang Desa adalah
pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 UU Desa,
bahwa:
“Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari :
1) pendapatan asli Desa,
2) alokasi anggaran APBN
3) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota,
5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta
7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.”
Alokasi anggaran yang berasal dari APBN ini bersumber dari Belanja Pusat
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan,
yang didalam penjelasan Pasal 72 dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang
peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar
dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Perkiraan pendapatan Desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan
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peningkatan berdasarkan, potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian
dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga.
Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 di
Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti, dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.0
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 Kecamatan Baranti
No. Uraian Desa
Passeno Tonronge Tonrong Rijang
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 497.655.000 Rp.456.806.275 Rp.452.749.000
Hasil Usaha Desa - - -
Hasil Kekayaan Desa - - -
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat - - -
Lain-lain pendapatan Desa yang sah - - -
2. Bagian Hasil Pajak Kabupaten/Kota - - -
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota Rp.  43.183.000 Rp.  36.557.000 Rp.  31.161.000
4. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.175.744.000 Rp.153.559.275 Rp.153.633.000
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya Rp.278.728.000 Rp.266.690.000 Rp.267.955.000
6. Hibah; - - -
7. Sumbangan Pihak Ketiga - - -
Jumlah Perkiraan Pendapatan Rp.497.655.000 Rp.456.806.275 Rp.452.749.000
(Sumber: APBDesa 2015, diolah)
Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Abd. Khalik Lasse selaku Kepala
Desa Tonronge, mengatakan bahwa:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari APBN sebesar 10%. Dana
itu langsung dikirim langsung di rekening Desa Tonronge tanpa perantara.
Jumlah dana yang diberikan kepada setiap desa berbeda-berbeda tergantung dari
luasnya desa, jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Namun,
proses pencairan dana ada 3 tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%), dan tahap
terakhir atau tahap III (20%). (hasil wawancara pada tanggal 22 oktober 2015).
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Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, telah
memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan
ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang
muncul justru dari pengelola keuangan yaitu Aparat Pemerintah Desa dituntut untuk
mengelola keuangan harus memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan
keuangan dari Pemerintah ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam
pembangunan Desa.
Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada Bab 3 Pasal 3 ayat 1 bahwa
“Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan”. Tugas dan kewenangan kepala desa antara lain:
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan kebijakan
tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara desa, dan menetapkan petugas
yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Kepala Desa sebagai Kepala
Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai
berikut:
1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. menetapkan bendahara desa
4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
5. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang
disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
81
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Pengelolaan
keuangan desa akan dilihat dari aspek perencanaan penganggaran, pelaporan,
akuntabilitas finansial, serta pengawasan keuangan desa.
a. Pemahaman Umum
Implementasi UU Desa memerlukan sosialisasi yang sistematis dan
berkelanjutan agar tingkat pemahaman baik secara teknis maupun secara subtantif
dapat dipahami dengan baik. Pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan
keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan kemampuan perangkat
desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara
dengan bapak Abdul Kadir selaku kepala desa Tonrong Rijang mengatakan bahwa:
Ya, ada. Saya selaku kepala desa, sudah mengikuti beberapa seminar dan
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat bersama dengan aparat desa
lainnya yaitu Bendahara desa dan sekertaris desa. (hasil wawancara pada tanggal
25 Oktober 2015).
Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan regulasi yang relatif baru,
pelatihan dan pembinaan merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan tetapi
pemerintah desa harus melaksanan tugasnya. Walaupun beberapa aparat mengaku
belum siap dan banyak yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan UU
Desa ini. Seperti yang diutarakan oleh bapak Andi Yusuf selaku sekertaris desa
Passeno mengatakan:
Kalau ditanya bagaimana tingkat kesiapan kami? Ya siap tidak siap, namanya
juga amanah harus dikerjakan walaupun itu banyak kendala dan kesulitan. Sejauh
ini pemahaman atas UU Desa hanya kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara
karena hanya kami yang ikut seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat. Kesiapan dalam perencanaan, sudah dilaksanakan forum
musrembangdes pada tanggal 11 juni 2015 yang dihadiri oleh BPD, LPMD,
perangkat desa, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga
masyarakat dengan pembahasan mengenai rancangan peraturan desa tentang
APBDesa dan disetujui pada tanggal 3 agustus 2015. (hasil wawancara pada
tanggal 27 Oktober 2015)
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Pernyataan bapak Andi Yusuf didukung oleh bapak Abdul Kadir selaku
kepala desa Tonrong Rijang mengatakan bahwa:
Kesulitan yang dialami aparat desa adalah masalah administrasi desa dan laporan
pertanggungjawaban. Keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi juga
dianggap sebagai faktor yang menghambat dalam kesiapan aparat desa dalam
pelaksanaan program pembangunan di desa ini. Selain  keterbatasan  waktu
penyusunan APBDesa, kesulitan yang dihadapi adalah  sistem administrasi
keuangan  yang jauh  berbeda  dibandingkan  sebelum  adanya UU Desa. (hasil
wawancara pada tanggal 25 Oktober 2015).
Kemudian ditambahkan oleh ibu Juhri selaku bendahara Tonronge
mengatakan bahwa:
Kesulitan ada, namanya program baru. Kendalanya mengenai administrasi dan
laporan pertanggungjawaban. Selain itu, masalah pencairan dana yang seringkala
tidak tepat waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan program desa
yang telah direncanakan masih belum terealisasi. oleh karena itu pemerintah desa
harus terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten
agar dana yang diperlukan untuk pembangunan dapat dicairkan segera. (hasil
wawancara pada tanggal 22 Oktober 2015).
Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa informan diatas mengenai
sosialisasi tentang UU Desa terhadap aparat sudah dilaksanakan dan beberapa aparat
sudah mengerti dan memahami walaupun diantaranya mengaku masih mengalami
kesulitan atau kendala dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014. Namun
tidak dengan masyarakat, mereka mengaku belum memahami UU No. 6 Tahun 2014.
Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Tonrong Rijang bapak H. Dahri
mengatakan:
Belum pernah diadakan penyuluhan tentang UU desa yang saya tahu ada dana
cukup besar yang akan dikelola oleh pemerintah desa. (hasil wawancara ada
tanggal 25 Oktober 2015).
Hasil wawancara ditambahkan oleh bapak H. Hasbullah selaku Tokoh
masyarakat desa Passeno mengatakan bahwa:
Tentang UU Desa itu sendiri, saya pribadi sedikit banyak sudah tahu. Apa yang
disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu benar adanya, bahkan saya sebagai
orang yang dituakan disini juga mendukung program Pak Kades program baik.
Apalagi kalau dipikir-pikir bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk anak cucu kita,
makanya saya mendukung penuh. Untuk itu saya juga membantu Pak Kades
sesuai kemampuan saya, kalau saya tugasnya tidak dibidang pemerintahan,
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beliau yang jagonya masalah urusan pemerintah. Saya masalah agama, kalau pas
kebetulan saya ceramah, yah saya singgung sedikit-sedikit agar masyarakat di
Desa Passeno mengetahui dan paham dengan program Pak Kades tersebut. (hasil
wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015).
Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa menurut
dari segi pemahaman umum hampir ke tiga desa tersebut aparat desanya telah
memahami UU N. 6 tahun 2014 tentang desa dan melaksanakan dengan baik serta
memahami secara menyeluruh dan jelas tentang UU tersebut. Namun sebagian kecil
masyarakat kurang memahami tentang UU Desa tersebut karena jarang terlibat
dengan kegiatan desa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
kurangnya kepedulian masyarakat tentang pembangunan desa dan kesibukan dengan
profesi masing-masing.
b. Perencanaan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Rencana
pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh ketiga desa sudah
sesuai dengan mekanisme pencairan menurut Permendagri No. 11 Tahun 2014,
sebagai berikut:
1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada
Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa
kepada Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pembahasan lebih lanjut.
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Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Khalik Lasse sebagai kepala desa
Tonronge:
“Ada namanya rapat musrembangdes yang diadakan setiap desa yang
dihadiri oleh aparat desa, BDP, LPMD, tokoh masyarakat, imam desa,
dan warga masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober
2015).
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
berasama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dapat
mendegelasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Camat.
5. Bupati menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam
waktu 20 hari kerja Bupati tidak memberikan evaluasi maka Peraturan Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Dsa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 hari kerja terhiung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peratura Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan
Bupati.
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9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7
hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut peraturan desa dimaksud.
Dari hasil wawancara, peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam perencanaan
APBDesa berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
telah dilaksanakan dengan baik yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan
lain-lain di Desa Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang.
c. Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban
Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan
pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah disahkan. Sebagai bentuk
prertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat
laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sesuai dengan UU Desa dan peraturan lain yang berlaku saat ini. Laporan
realisasi pelaksanaan dan pertanggugjawaban APBDesa disahkan oleh Kepala Desa
dan Ketua BPD masing-masing desa. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh bapak
Andi Yusuf sebagai sekertaris desa Passeno mengatakan bahwa:
...yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa adalah kepala desa dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).”
(Hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015).
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota
berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban
dibuat oleh Bendahara . Hal ini dinyatakan oleh bapak Abdul Azis sebagai sekertaris
desa Tonrong Rijang bahwa:
“laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh bendahara adalah Buku kas
umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sedangkan Pelaporan yang
dilakukan oleh kepala desa diperlukan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dilampiri, laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan
milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, dan pemerintah daerah
yang masuk ke desa. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2015).
Namun format pembukuan yang dibuat tidak sesuai dengan Permendagri No.
113 Tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulham sebagai sekertaris desa
tonronge:
Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada
dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan
untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti
dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami
kerepotan untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada ya kami kerjakan
menurut apa yang kami bisa karena jurnis (petunjuk teknis) APBDesa format
pembukuannya berbeda-beda. (hasil wawancara pada tanggal Oktober 2015).
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan
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bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui
camat paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Dari hasil wawancara ke tiga (3) Desa di Kecamatan Baranti, peneliti dapat
menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam implementasi penerapan UU
No. 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban
APBDesa di Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Tonrong Rijang telah melaksanakan
pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa. Namun belum sepenuhnya sesuai
dengan format pembukuan yang sesungguhnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
d. Akuntabilitas Finansial
Menurut Mahmudi (2007) dalam Rahmawati (2015), Akuntabilitas finansial
sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama
masyarakat publik.
Adapun akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain
adalah sebagai berikut :
1) Keakuratan
Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan
penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus
dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-
informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Hal ini telah
dilaksanakan dengan pembuatan laporan yang telah disahkan oleh Kepala Desa
dan ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Zulham sebagai sekertaris desa Tonronge mengatakan bahwa:
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...Pelaksanaan APBDesa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan
bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporan
dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa
ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke
Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan,
pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir
pelaksanaan tahapan kegiatan. (hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober
2015)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai keakuratan laporan
pertanggungjawaban dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Peraturan Desa sehingga rincian Anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut
telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.
2) Transparansi
Keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa
dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai
dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan
terbuka kepada masyarakat Desa.
Laporan realisasi dan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan
APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media  informasi  yang
harus diketahui oleh masyarakat. Misalnya saja melalui  papan pengumuman,
radio komunitas, dan media informasi lainnya. APBD Sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat
laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan lain yang
berlaku saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abd Khalik Lasse (Kepala Desa
Tonronge), sebagai berikut:
89
“Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang
memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang
dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi
kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Selain itu kami juga
membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara
menyeluruh, tidak hanya APBDesa.” (hasil wawancara pada tanggal 22
Oktober 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini membuktikan keterbukaan di
Desa Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang mengenai penggunaan anggaran
dana desa lebih transparan.
3) Ketepatan waktu
Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan
tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu. Dari ke tiga (3) desa
di Kecamatan Baranti telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan
secara rutin dan tepat waktu dan penyataan ini didukung oleh hasil wawancara
dengan Ibu Suri sebagai bendahara desa passeno, sebagai berikut:
laporan pertanggungjawaban ini rutin dilakukan setiap bulan kepada Kepala
Desa. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015)
Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan waktu bahwa
pemerintah desa sudah tepat waktu dalam menyelesaikan laporan
pertanggungjawaban APBDesa.
4) Validitas
Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokkan
suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan keuangan
desa, terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Haruna Rio sebagai Kepala BPD Desa
Tonrong Rijang , sebagai berikut:
“Anggota BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa,
menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara
perseorangan maupun bersama-sama, menerima usulan baik secara lisan
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maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat-istiadat . Setelah itu,
aspirasi masyarakat wajib dimusyawarakan dengan aparat desa, anggota
BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat untuk menjadi
masukan dalam pemnbangunan masyarakat desa.” (hasil wawancara pada
tanggal 25 Oktober 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas secara keseluruhan sudah sesuai
karena sebelum membuat APBDesa, Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) telah mensurvei apa saja yang dibutuhkan di Desa
Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang.
5) Relevansi
Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan masyarakat dalam
mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana berupa pembangunan talud,
pembangunan saluran irigasi, penimbungan jalan, pembuatan pondasi pagar
kantor desa sebagai jalur transportasi dan mencegah terjadinya banjir. Seperti
yang dikemukakan oleh Bapak Haruna Rio sebagai Kepala BPD Desa Tonrong
Rijang , sebagai berikut:
“Anggota BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa,
menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara
perseorangan maupun bersama-sama, menerima usulan baik secara lisan
maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat-istiadat . Setelah itu,
aspirasi masyarakat wajib dimusyawarakan dengan aparat desa, anggota
BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat untuk menjadi
masukan dalam pemnbangunan masyarakat desa.” (hasil wawancara pada
tanggal 25 Oktober 2015)
Pernyataan Bapak Haruna Rio ditambahkan oleh pernyataan Bapak H.
Dahri sebagai masyarakat Desa Tonrong Rijang, sebagai berikut:
“...dengan adanya program penimbunan jalan dilororng kami semoga sudah
tidak tergenangi air lagi dan saya harap program pemerintahan ini dapat
segera direalisasikan begitupun dengan program-program lainnya di Desa
Tonrong Rijang dapat segera terealisasikan dengan baik.” (hasil wawancara
pada tanggal 25 oktober 2015)
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Adapun hasil wawancara dengan Ibu Juhria sebagai Bendahara Desa
Tonronge, mengatakan bahwa:
“...masalah pencairan dana yang seringkala tidak tepat waktu dan lamban
yang mengakibatkan pelaksanaan program desa yang telah direncanaka
masih belum terealisasi.” (hasil wawancara pada tanggal 22 oktober 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, di Desa Tonrong Rijang sudah
sesuai walaupun beberapa desa masih ada yang belum sesuai karena ada
beberapa program-program yang dibuat belum diselesaikan dan dalam
pelaksanaannya belum sempurna disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan
pencairan dana yang tidak tepat waktu.
6) Keandalan Informasi
Konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama.
Dalam pengelolaan keuangan desa bahwa dana desa tersebut dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak
Zulham sebagai Sekertaris Desa Tonronge, sebagai berikut:
“Untuk melakukan pembukuan, sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang
ada dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut
memungkinkan untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada,
dan kami mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh
pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan atau mengikuti
petunjuk yang ada ya kami kerjakan menurut apa yang kami bisa karena
juknis (petunjuk peulisan) APBDesa format pembukuannya berbeda-beda.”
(hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber informasi mengenai dana
desa tersebt dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dalam
pembuatan APBDesa di Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong
Rijang telah berpedomana pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.
Dari hasil wawancara ke tiga (3) Desa di Kecamatan Baranti, apabila
dilihat dari aspek akuntabilitas finansial di Desa Passeno, Desa Tonronge dan
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Desa Tonrong Rijang. Peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa
dalam implementasi penerapan UU Desa No. 6 Tahun 2014
e. Pengawasan
Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan
keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan
desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah
dialokasikan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa
Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana
Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari
Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Selain  adanya  pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ada pula
pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi
dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa
dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Agussalim,
S.Pd sebagai Ketua BPD Tonronge, sebagai berikut:
“Sebagai ketua BPD tugas saya lumayan banyak termasuk mengawasi
pelaksanaan pembangunan desa di Tonronge.” (hasil wawancara pada tanggal 22
Oktober 2015)
Dari hasil wawancara ke tiga (3) Desa di Kecamatan Baranti, peneliti dapat
menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Desa
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Nomor 6 Tahun 2014. Apabila dilihat dari pengawasan APBDesa, Desa Passeno,
Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang dilakukan secara langsung oleh BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal ini
dilakukan dan diawasi setiap bulan dan secara rutin.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesiapan aparat pemerintah desa
dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentag Desa
khususnya di tiga (3) Desa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka
dapat disimpulkan bahwa Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang
masih ada beberapa desa yang mengaku belum siap dalam Pengelolaan Keuangan
Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Berdasarkan teori yang ada, kesiapan aparat pemerintah desa dalam
pengelolaan keuagan desa terkait UU No. 6 Tahun 2014 untuk mencapai Good
Governance pemerintahan desa dengan mengelola keuangan desa meliputi
pemahaman tentang UU tersebut, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, akuntansi finansial serta pengawasan. Aparat pemerintah desa
sudah siap dan telah mengungkapkan informasi keuangan desa yang menjadi hak
masyarakat sebagai pemberi amanah dan pihak yang membutuhkan. Dengan
berlakunya UU tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah
dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci.
Tetapi ada juga hal yang dianggap mempersulit dalam pelaksanaan pemerintahan
desa yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor
utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa
dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung terlambat sampai ke pemerintah
desa, sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Selain itu, faktor
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penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat
menjadi salah satu faktor pemnghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa






Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada
tahun 2014 dan kesiapan aparat pemerintah desa mengenai Pengelolaan Keuangan
Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Passeno, Tonronge,
dan Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan program APBDesa 3 (tiga) desa se Kecamatan Baranti secara
bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat
desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif,
transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka
mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program APBDesa di Kecamatan Baranti telah menerapkan
prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip
akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik,
sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan
sempurna.
3. Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi sudah
baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan
kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama,
sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah
guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
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4. Program APBDesa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat
desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat
diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai kesiapan aparat pemerinah
desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa khususya di tiga (3) Desa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang,
maka dapat disimpulkan bahwa, Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong
Rijang telah siap dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. Dengan berlakunya UU tentang Desa, ada beberapa hal yang
dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan
aturan yang lebih terperinci. Tetapi ada juga hal yang dianggap mempersulit dalam
pelaksanaan pemerintahan desa, keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi
dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam
Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pedukung lainnya
terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya manusia (SDM) yang kurang
mendukung. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana
yang dianggap terlambat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan
pembangunan desa di Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
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B. Implikasi
Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian
sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang
diimplementasikan melalui program APBDesa maka harus ada pembenahan dalam
beberapa hal sebagai berikut:
1. Mengingat bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah desa cukup besar dan
kemungkinan adanya keterbatasan SDM (sumber daya manusia) pengelola
keuangannya, maka sebaiknya dibuatkan aplikasi pengelolaan keuangan yang
sederhana beserta kelengkapannya (kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan).
2. Untuk meningkatkan keberhasilan program APBDesa di Kecamatan Baranti perlu
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen
dan administrasi pengelolaan APBDesa.
b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk
menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan
APBDesa di desa.
c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki
kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi
(pertanggungjawaban/SPJ).
3. Pembinaan pengelola APBDesa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan
program APBDesa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi,
dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD,
lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna
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meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam
pembangunan desa.
4. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan
jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan
merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan perangkat desa dalam
pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
khususnya dalam APBDesa di tiga (3) Desa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng
Rappang, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Hendaknya desa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna
lebih mempersiapkan perangkat desa dalam penerapan UU Desa No. 6 Tahun
2014 tentang Desa.
2. Bagi kepala desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan
desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan job description yang ada.
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Yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan:
Nama :  Nirwana Ahmad
Nim : 10800111085
Tujuan wawancara : Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa tahun 2014
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan kesiapan aparat desa
dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Lokasi Penelitian :  1. Desa Passeno
2. Desa Tonronge
3. Desa Tonrong Rijang
Durasi waktu wawancara: ± 1 jam untuk setiap informan
Daftar Pertanyaan Wawancara
Pemerintah Desa: Kepala Desa,  Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa
1. Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa
sebelum disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang
dapat diketahui oleh masyarakat secara umum?
3. Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa
kepada masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
4. Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil
keputusan dalam program pembangunan desa?
5. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6
Tahun 2014?
6. Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa
kepada para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka
memperkuat perekonomian desa?
7. Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014?
Apakah aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan program pembangunan desa?
8. Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang
akuntan?
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9. Bagaimana format pembukuan yang digunakan? Apakah mengikuti petunjuk
pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya?
10. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa,
pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu
transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran. Apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan?
11. Laporan apa saja yang harus dibuat dan diperlukan dalam pelaporan?
12. Siapa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ?
13. Dalam pertanggungjawaban, apakah memerlukan adanya audit dari pihak
tertentu sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD?
BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
1. Bagaimana fungsi BPD terhadap pembangunan maupun program kerja desa
sebelum dan setelah disahkan UU No. 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana cara BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
desa?
3. Dalam satu periode, berapa kali dan kapan diadakan membahas serta
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa?
Masyarakat (Informan Tambahan)
1. Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang
Anda lihat dalam pelaksanaan program pembangunan?
2. Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa
kepada masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
3. Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil
keputusan dalam program pembangunan desa?
4. Bagaimana persepsi Anda terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang desa didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-
undang desa itu sendiri?
5. Apakah program pembangunan desa yang telah disepakati sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat?





Wawancara dilakukan pada Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong
Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Wawancara dilakukan
dengan menggunakan 15 informan antara lain: Kepala Desa, Sekertaris Desa
(Koordinator PTPKD), Bendahara, BPD dan Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan





Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Dana desa berasal dari APBD.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Pengambilan keputusan sebenarnya disini ada yang disebut KPA (Kuasa Pengguna
Anggaran). Kalau terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat terlibat.
Langsung atau tidaknya itu tergantung, ada yang namanya musyawarah. Pemerintah
desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga
masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan
tingkat partisipasi di desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Mengajukan surat permohonan beserta laporan pertanggungjawaban.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?




Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Tidak perlu seorang akuntan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa, pengelolaan
keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apakah prinsip-
prinsip tersebut telah diterapkan?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Sudah diterapkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Siapa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ?
Kepala Desa Passeno (Drs. Lamini)
Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Informan kedua
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Sebelum di sahkan berasal dari APBD setelah di sahkan UU No. 6 Tahun 2014
berasal dari APBN.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat
diketahui oleh masyarakat secara umum?
Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Melalui sistem pelaporan bulanan dan memasangnya di papan informasi yang




Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Pernah, beberapa waktu lalu. Aparat pemerintah desa mengikuti seminar terkait UU
No. 6 Tahun 2014.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Kalau ditanya bagaimana tingkat kesiapan kami? Kami siap tidak siap, namanya
juga amanah harus dikerjakan walaupun itu banyak kendala dan kesulitan. Sejauh ini
pemahaman atas UU Desa hanya kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara karena
hanya kami yang ikut seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat. Kesiapan dalam perencanaan, sudah dilaksanakan forum musrembangdes
pada tanggal 11 juni 2015 yang dihadiri oleh BPD, LPMD, perangkat desa, karang
taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat dengan pembahasan
mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan disetujui pada tanggal 3
agustus 2015.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana format pembukuan yang digunakan? Apakah mengikuti petunjuk
pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya?
Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Mengikuti petunjuk dari pusat.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Siapa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ?
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Sekertaris Desa Passeno (Andi Yusuf)
Yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
adalah kepala desa dengan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam pertanggungjawaban, apakah memerlukan adanya audit dari pihak tertentu
sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD?




Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Berasal dari APBD, terkait UU desa berasala dari APBN.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Ada 3 tahap dan mengajukan surat permohonan pencairan dana.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Iya, pernah. Saya, kepala desa, sekertaris desa mengikuti seminar terkait UU desa
ini.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
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pembangunan desa?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Sangat siap walaupun kesulitan pasti ada, kan program baru.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Yaa, sangat diperlukan seseorang yang mengerti mengenai penyusunan pengelolaan
keuangan desa seperti seorang akuntan karena saya sangat kewalahan dalam
membuat laporan pertanggungjawaban. Dimana, laporan pertanggungjawaban ini
rutin dilakukan setiap bulan kepada Kepala Desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana format pembukuan yang digunakan? Apakah mengikuti petunjuk
pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Yaa kami mengikuti petunjuk pembukuan dari pusat.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa, pengelolaan
keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apakah prinsip-
prinsip tersebut telah diterapkan?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Iya diterapkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Laporan apa saja yang harus dibuat dan diperlukan dalam pelaporan?
Bendahara Desa Passeno (Suri)
Banyak, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan lain-lain.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Siapa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ?
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Bendahara Desa Passeno (Suri)
Yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban itu kepala desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam pertanggungjawaban, apakah memerlukan adanya audit dari pihak tertentu
sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD?




Bagaimana fungsi BPD terhadap pembangunan maupun program kerja desa sebelum
dan setelah disahkan UU No. 6 Tahun 2014?
Ketua BPD Passeno (Ir. Amirullah)
Fungsi BPD sebelum dan setelah disahkan UU Desa sama saja. Sebagai ketua BPD
tugas saya lumayan banyak selain mengawasi pelaksanaan juga menerima dan
menampung aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya menindak lanjuti aspirasi tersebut
apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana cara BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
Ketua BPD Passeno (Ir. Amirullah)
Caranya mengumpulkan semua aspirasi masyarakat kemudian diforumkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam satu periode, berapa kali dan kapan diadakan membahas serta menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa?
Ketua BPD Passeno (Ir. Amirullah)
Tidak tetap, bisa saja 2 kali sebulan tergantung kebutuhan desa. Apa yang mau




Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
Masyarakat Desa Passeno (H. Hasbullah)
Tentu karena saya sendiri ikut musrembangdes.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana persepsi Anda terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa
didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri?
Masyarakat Desa Passeno (H. Hasbullah)
Tentang UU Desa itu sendiri, saya pribadi sedikit banyak sudah tahu. Apa yang
disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu benar adanya, bahkan saya sebagai orang
yang dituakan disini juga mendukung program Pak Kades program baik. Apalagi
kalau dipikir-pikir bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk anak cucu kita, makanya
saya mendukung penuh. Untuk itu saya juga membantu Pak Kades sesuai
kemampuan saya, kalau saya tugasnya tidak dibidang pemerintahan, beliau yang
jagonya masalah urusan pemerintah. Saya masalah agama, kalau pas kebetulan saya
ceramah, yah saya singgung sedikit-sedikit agar masyarakat di Desa Passeno
mengetahui dan paham dengan program Pak Kades tersebut.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah program pembangunan desa yang telah disepakati sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat?
Masyarakat Desa Passeno (H. Hasbullah)




Berasal dari manakah anggaran yang diterima oleh aparat desa pada tahun 2014 dan
anggaran yang berkaitan UU No. 6 Tahun 2014?
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Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Pengelolaan keuangan Desa tahun 2014 anggarannya berasal dari APBD sebesar
Rp.153.000.000, sedangkan anggaran tahun 2015 yang berkaitan dengan UU desa
berasal dari APBN yang tidak terkait ADD, bagi hasil PBB, dan APBD.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat
diketahui oleh masyarakat secara umum?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Ada namanya rapat musrembangdes yang diadakan setiap desa yang dihadiri oleh
aparat desa, BDP, LPMD, tokoh masyarakat, imam desa, dan warga masyarakat.
Selain itu, kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa
yang memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang
dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada
siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggung
jawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran
demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya APBDesa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Dalam pengambilan keputusan ada namanya KPA (Kuasa Pengelola Anggaran),
dana apapun kegiatan masyarakat pasti terlibat.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Ada 3 tahap, tahap I 40 %, tahap II 40% dan terakhir 20%. Dengan membuat
permohonan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
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perekonomian desa?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Iya, ada.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Siap
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Tidak perlu.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana format pembukuan yang digunakan? Apakah mengikuti petunjuk
pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Ada format pembukuan dari pemerintah pusat.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana teknik sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada
masyarakat?
Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Kita sampai hari ini belum ada yang dipahami masyarakat itu ada dana sebanyak 1,4
M tapi itu belum cair secara bertahap.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Siapa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ?
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Kepala Desa Tonronge (Abd. Khalik Lasse)
Dilingkup desa tentu kepala desa, ada namanya PTPKD.
Informan ke tujuh
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Berasal dari pemerintah kabupaten.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat
diketahui oleh masyarakat secara umum?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDesa ditempuh melalui
sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan
kegiatan. Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana
Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi
Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah
ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap
akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat perekonomian
desa?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Sebenarnya tidak, kan diforumkan jadi secara tidak langsung masyarakat tau UU
desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
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Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karna kan di forumkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Pencairannya melalui beberapa tahap, pertama langsung dari bank. Syaratnya itu,
bukti pencairan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dana sebelumnya
harus masuk dan tidak secara keseluruhan cair.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Iya, saya sudah beberapa kali mengikuti.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Pasti kesulitan namanya program baru yah dan kendalanya soal administrasi
(pertanggungjawaban).
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Kalau mau lebih baik sebenarnya diperlukan seoarang akuntan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana format pembukuan yang digunakan? Apakah mengikuti petunjuk
pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya?
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Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada dari
kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk
kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti dari
petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami kerepotan
untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada ya kami kerjakan menurut apa
yang kami bisa karena juknis (petunjuk penulisan) APBDesa format pembukuannya
berbeda-beda.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa, pengelolaan
keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apakah prinsip-
prinsip tersebut telah diterapkan?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Yaa begitulah, diterapkan semuanya supaya masyarakat juga tau dana desa yang
diberikan oleh pemerintah digunakan untuk program ini dan itu.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Laporan apa saja yang harus dibuat dan diperlukan dalam pelaporan?
Sekertaris Desa Tonronge  (Zulham)
Banyak, ada 6 pertanggungjawaban. Rencana pembangunan desa, PTPKD, SPP,
RPD, dan lain-lain.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam pertanggungjawaban, apakah memerlukan adanya audit dari pihak tertentu
sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD?





Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat perekonomian
desa?
Bendahara Desa Tonronge (Juhria)
Ini diforumkan, masyarakat juga ikut serta.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
Bendahara Desa Tonronge (Juhria)
Iya masyarakat terlibat langsung.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Bendahara Desa Tonronge (Juhria)
Mekanismenya memasukkan permohonan pencairan. Dananya dari pusat dulu terus
ke pangkajene kemudian di rappang dicairkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Bendahara Desa Tonronge (Juhria)
Iya, beberapa kali bersama kepala desa dan sekertaris desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
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Bendahara Desa Tonronge (Juhria)
Kesulitan ada, namanya program baru. Kendalanya mengenai administrasi dan
laporan pertanggungjawaban. Selain itu, masalah pencairan dana yang seringkala
tidak tepat waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan program desa yang
telah direncanakan masih belum terealisasi. oleh karena itu pemerintah desa harus
terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten agar dana
yang diperlukan untuk pembangunan dapat dicairkan segera.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?




Bagaimana fungsi BPD terhadap pembangunan maupun program kerja desa sebelum
dan setelah disahkan UU No. 6 Tahun 2014?
Ketua BPD Tonronge (Agussalim, S.Pd)
BPD itu tugasnya sebagai pengawas maksudnya mengawasi pelaksanaan program
yang ada dipemerintah desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana cara BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
Ketua BPD Tonronge (Agussalim, S.Pd)
Bentuk aspirasinya itu, pertama menerima apa yang diaspirasikan kemudian
ditindaklanjuti kemudian disampaikan sesuai dengan tujuan apa aspirasinya
selanjutnya disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam satu periode, berapa kali dan kapan diadakan membahas serta menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa?
Ketua BPD Tonronge (Agussalim, S.Pd)
Tidak tetap, bisa saja 2 kali sebulan tergantung kebutuhan dari desa. Apa yang mau




Menurut Anda, apakah pemerintah desa dalam perencanaan sudah menerapkan azas
transparan? Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa
Tonronge?
Masyarakat Desa Tonronge (H. Nasruddin)
Pemerintah desa sekarang sudah terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak
dibohongi lagi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini bisa
selamanya sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, musyawarah dalam
pembangunan desa dan semua target program pembangunan di Desa Tonronge dapat
segera terealisasikan dengan baik.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana persepsi Anda terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa
didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri?
Masyarakat Desa Tonronge (H. Nasruddin)
Semoga dengan adanya aturan baru ini desa kami bisa menjadi desa maju bukan
desa yang tertinggal.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah program pembangunan desa yang telah disepakati sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat?
Masyarakat Desa Tonronge (H. Nasruddin)
Saya yakin sudah sesuai karena aparat pemerintah desa Tonronge pasti sudah tau
apa yang dibutuhkan desanya sendiri.
Informan ke sebelas
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Kepala Desa Tonrong Rijang (Abd. Kadir)
Berasal dari pemerintah, dana desa ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria seperti
luas desa, masyarakat miskin dan lain-lain.
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Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat perekonomian
desa?
Kepala Desa Tonrong Rijang (Abd. Kadir)
Belum ada dimasyarakat, sampai saat ini hanya aparat desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Kepala Desa Tonrong Rijang (Abd. Kadir)
Yaa, ada. Saya selaku kepala desa, sudah mengikuti beberapa seminar dan pelatihan
yang diadakan oleh pemerintah pusat bersama dengan aparat desa lainnya yaitu
Bendahara desa dan sekertaris desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil keputusan
dalam program pembangunan desa?
Kepala Desa Tonrong Rijang (Abd. Kadir)
Jelas, kan ada namanya rapat yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan. Jadi apa-apa yang mau di bangun didesa ini tergantung dari masyarakat
itu sendiri
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Kepala Desa Tonrong Rijang (Abd. Kadir)
Kesulitan yang dialami aparat desa adalah masalah administrasi desa dan laporan
pertanggungjawaban. Keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi juga
dianggap sebagai faktor yang menghambat dalam kesiapan aparat desa dalam
pelaksanaan program pembangunan di desa ini. Selain  keterbatasan  waktu
penyusunan APBDesa, kesulitan yang dihadapi adalah  sistem administrasi
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keuangan  yang jauh  berbeda  dibandingkan  sebelum  adanya UU Desa.
Informan ke dua belas
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat
diketahui oleh masyarakat secara umum?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Ada namanya musrembangdes. Masyarakat, aparat desa hadir dan membicarakan
program apa saja yang akan dijalankan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa setelah disahkannya UU No. 6 Tahun
2014?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Melalui beberapa tahap. Dengan memasukkan permohonan pencairan, SPP, dan
lain-lain.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Pernah beberapa kali.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Sangat siap, kesulitannya masalah pertanggungjawabannya.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
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Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Tidak perlu.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana teknik sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada
masyarakat?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Belum pernah diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa, pengelolaan
keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apakah prinsip-
prinsip tersebut telah diterapkan?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Iya diterapkan.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Laporan apa saja yang harus dibuat dan diperlukan dalam pelaporan?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Banyak, laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh bendahara adalah
Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sedangkan Pelaporan
yang dilakukan oleh kepala desa diperlukan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dilampiri, laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per
31 desember tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang masuk ke desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam pertanggungjawaban, apakah memerlukan adanya audit dari pihak tertentu
sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD?
Sekertaris Desa Tonrong Rijang  (Abd. Asis)
Jelas diperlukan.
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Informan ke tiga belas
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Anggaran Dana Desa berasal dari mana yang diterima oleh aparat Desa sebelum
disahkannya UU No. 6 Tahun 2014?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Dana desa berasal dari Pemerintah Daerah.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat
diketahui oleh masyarakat secara umum?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Dengan mengadakan musyawarah untuk membicarakan apa-apa yang dibutuhkan
oleh desa yang melibatkan aparat desa, BPD, termasuk masyarakat desa itu sendiri.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana mekanisme pencairan dana desa (APBN) setelah disahkannya UU No. 6
Tahun 2014?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Dengan melakukan permohonan, berupa surat permohonan pencairan dana (APBN),
SPM dari SKPD yang disertai surat keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang
Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan APBDesa, Surat Keputusan Bupati Sidrap
tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan, kwitansi, foto copy rekening bank,
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama, laporan
pertanggungjawaban dana bantuan tahun/triwulan sebelumnya, materai, dan foto
copy KTP kepala desa dan bendahara desa. Pencairan dana ada beberapa tahap, yang
tahap I pada bulan April 40%, tahap II pada bulan Agustus 40% dan tahap III pada
bulan depan (November) 20%. Sudah ada dana, namun sebagian masih ada dana
yang belum cair. Dana ini langsung dikirim ke rekening desa Tonrong Rijang.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah pemerintah pusat mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
para aparat desa tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat
perekonomian desa?
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Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Iya, aparat desa diwajibkan ikut seminar.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana tingkat kesiapan aparat desa terkait UU No. 6 Tahun 2014? Apakah
aparat desa dapat menguasai atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program
pembangunan desa?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Mau tidak mau harus siap karena ini sudah tanggungjawab kami selaku aparat
pemerintah desa. Kendalanya masalah administrasi.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah dalam penyusunan pengelolaan keuangan diperlukan oleh seorang akuntan?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Tidak perlu.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana teknik sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada
masyarakat?
Bendahara Desa Tonrong Rijang (Nuryani)
Belum pernah hanya aparat saja.
Informan ke empat belas
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana fungsi BPD terhadap pembangunan maupun program kerja desa sebelum
dan setelah disahkan UU No. 6 Tahun 2014?
Ketua BPD Tonrong Rijang (Haruna Rio, S.Pd)
Sama saja baik sebelum dan sesudah disahkan UU desa fungsi BPD sebagai
pengawas pelaksanaan program pembangunan dan menampung aspirasi..
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana cara BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
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Ketua BPD Tonrong Rijang (Haruna Rio, S.Pd)
Anggota BPD melakukan kunjugan ke masyarakat dalam wilayah desa, menampung
aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun
bersama-sama, menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan
tersebut tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku maupun secara adat istiadat. Setelah itu, aspirasi masyarakat wajib
dimusyawarahkan dengan aparat desa, anggota BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan
warga masyarakat untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Dalam satu periode, berapa kali dan kapan diadakan membahas serta menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa?
Ketua BPD Tonrong Rijang (Haruna Rio, S.Pd)
Banyak kali, bisa 2 sampai tiga kali dalam sebulan.
Informan Ke lima belas
Apakah aparat desa mengadakan penyuluhan program pemerintah desa kepada
masyarakat tentang UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka memperkuat perekonomian
desa?
Masyarakat Desa Tonrong Rijang (H. Dahri)
Belum pernah diadakan penyuluhan tentang UU desa yang saya tahu ada dana cukup
besar yang akan dikelola oleh pemerintah desa.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Bagaimana persepsi Anda terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa
didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri?
Masyarakat Desa Tonrong Rijang (H. Dahri)
Kurang banyak yang saya ketahui tentang UU Desa ini. Yang hanya saya ketahui itu
seperti yang saya katakan tadi ada dana yang besar.
Peneliti (Nirwana Ahmad)
Apakah program pembangunan desa yang telah disepakati sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat?
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Masyarakat Desa Tonrong Rijang (H. Dahri)
Iya karena kalau hujan didepan rumah saya kan sering banjir. Dengan adanya
program penimbunan jalan di lorong kami semoga sudah tidak tergenangi air lagi
dan saya harap program pemerintah ini dapat segera direalisasikan begitupun dengan
program-program lainnya di Desa Tonrong Rijang dapat segera terealisasikan
dengan baik.
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Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN









Ekonomi dan Bisnis Islam
Akuntansi
IX (Sembilan)
BTP Blok J No. 552 Makassar
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan slaipsi sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sa{ana. Adapun judul skripsinya 'oPengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan tIU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidenreng RaPPang)"
Oengan dosen pembimbing: I'. Prof. Dr' II' Ambo Asse" M'Ag
2. Mustakim Muchlis, SE', M'Si', Ak
Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat
diberi izin melakukan penelitian-di Desa pada Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng
Rappang.
Oemitian harapan kami dan terima kasih.
assalam
n Fakultas & Bisnis Istam,
Tembusan:
l. Rektor LrlN llauddin Makassar di Samata Gowa
98703 1 002
PEf{IE&INTAH PRO\,INSI SULA1^1ESI SELATAN
BADAN HO(}EDTNA'I FENAHAMAH MODAL DAEEAH
Unit Pelak-san.: Teknis 
- 
Pelayanan Perizinan Terpadu




Peritta* : lzin P€nditian





Berdaalran $ffd Ddffr FdL Elmrsni & H*s k*nn UIH Ahddin Md(ffia Nsrpr :





Alamat : Jl. SltAladdinNo.65, M*rcar
knafisr$ unilk nd*r*ar pare$lHxr di daeftf,<arffisa$ra ddan rargka peqpsrlfiffi Sitlipi,
@ar}t*r$:
"PE}'SELOLAA}{ KEUAIIIGtr{ T}ES BENEASAHII{AN UU H6. 6 TA}IUTT 2O{4 TSTUDI I{AS' FADA
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Yarq dra dil*sffiakat dai : Tgl. 2f Se@nbersftt 2l Flarucrnbs$lS
$ehuburgan dengan haltersehrtdiatas, pda prinsipnya karri nurye#,tjut kqiatan dirn*$S derqan
ketentuan yang tertera di bel*ang surat izin F*Iitrt.
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a
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1. MgtFalL Ekssni&Sigrbl*!R UlNAklddh ntudffi2. PaM
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PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Harapan Baru Blok A No, 6 Komplehs SKPD Kabupolen Sidenreng Rappang
Nomor '.767 lI,P IKPTSP/9/2O15
DASAR l.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 24 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Kepada Kantor PTSP lGbupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan NIRWAT{A AHMAD Tanggal 21-09-2015
3. Rekomendasi daT. BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS KAB. SIDRAP
Nomor 800/10251 KL I 20ts Tanggal 21-09-2015
MENGIZ! NKAN
KEPADA
NAMA : NIRWANA AHMAD
AI-AMAT :JL. POROS PINRANG NO.l+ KEL. BARANTI, KEC. BARANTI
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan
sebagai berikut :
]UDUL PENELTTIAN " PENGELOLAAN KEUAI{GAN DESA BERDASARKAT{ UUD IIO.
5 TAHUN 2014 (STUDT KASUS PADA DESA Dr KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG) "
DESATOilRONGGE, TONRONG RIIANG DAN PASSENO
KUALITATIF
2l September 2015 s.d 21 November 2015
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- PERTINGGAL
Ditetapkan di : Batu
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1:E:\ PEMERiT'ITAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG




a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4l Tahun 2010 tentang
organisasi dan Tata Keria Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara
Republik lnclonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2414 tentang
Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2A10
tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 168)'
2. peraturan lvienteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor &[ Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian'
b. Menimbang : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov- Sulsel,
Nomor. 13090/P2T-BKPMD/19.36Pru!il09n015, tanggal 10 September
. z}1l,perihal Permohonan Rekomendasi.
Setelah membadilmaksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka
pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan
rekomendasi kePada :
Nama Peneliti : NIRWANA AHttilAD
Pekeriaan : Mahasiswa
Alamat : Jln"Poros Plnrang No 14 Kec.Baranti
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 ( Studi ) Kasus Pada Desa Di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang "'
2. Tempat : Desa Tonronge,Desa Tonrong Riiang Dan Desa
Passeno
3. Waktu Penelitian : x2( Dua ) butan
4. Bidang Penelitian : Akuntansi
-: 
5. Status/Metode : Penelitian Kualitatif
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya'
N ip : 196705052002121 006
Tembusan KeoadaYth:
@nasipenanaman Modal Daerah Prov. Sulsel
Z.Bupati Sidenrc1g Rappang (sebagai laporan)di Arawa
3.Camat Baranti*
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
118
RIWAYAT HIDUP
NIRWANA AHMAD. Dilahirkan di Manisa Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada
tanggal 23 September 1993. Penulis merupakan anak ke-empat
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